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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOMULYO

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta
ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disusun
oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. Bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan atau



Mengingat

keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa
perubahan pendapatan,belanja dan prioritas kegiatan
pembangunan desa,Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2024 perlu ditinjau kembali;.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Desa Rejomulyo tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang  Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

21.

22.

23.

24.

25.

8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022
tentang pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2021 Nomor 12 );

Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor
12);

Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun
2020 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2025 ( Lembaran Desa
Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 3 )

Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul
dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo
Tahun 2018 Nomor 6 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO

dan
KEPALA DESA REJOMULYO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA



KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

Pasal 1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa )
Desa Rejomulyo Tahun 2024 merupakan Dokumen
Perubahan perencanaan Pembangungan Desa Rejomulyo
dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejomulyo Tahun
Anggaran 2024

Pasal 2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa )
Desa Rejomulyo Tahun 2024 beserta matriknya adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rejomulyo
pada tanggal 18 November 2024

KEPALA DESA REJOMULYO
TTD

SAENO
Diundangkan di Desa Rejomulyo
pada tanggal 18 November 2024
SEKRETARIS DESA REJOMULYO

TTD
MUHAJRIN MASKURIN
LEMBARAN DESA REJOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 5



